
 

  

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER 

(“Kebijakan”) 

 
 

1. Tujuan 

 

Kebijakan Perlindungan Whistleblower ("Kebijakan") merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan transparansi, pembangunan 

integritas, pendeteksian pelanggaran, dan penerapan Kebijakan Whistleblower.  

 

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap 

Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya dari tindak pembalasan yang 

diakibatkan karena menyampaikan atau melaporkan kekhawatiran melalui 

saluran Pelaporan (“Whistleblower”), sebagai upaya menyuarakan kekhawatiran 

mereka atas pelanggaran, aktivitas yang ilegal dan terkait penipuan, serta 

perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan PT. Satria Perkasa Agung 

(selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”), termasuk setiap pelanggaran 

terhadap kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan 

(Business Code of Conduct atau “BCOC”).  

 

 

2. Pernyataaan Kebijakan 

 

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh 

hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja 

untuk melaporkan kekhawatiran. 

 

Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan 

perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk 

ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta 

pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang 

berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan. 

 

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku 

Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau 

pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan 

aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, 

Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki 

sendiri atau memastikan kekhawatirannya. 

 

Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan 

ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk 



 

  

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang 

diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan. 

Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Karyawan 

Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya yang menyampaikan 

kekhawatiran terkait dengan penipuan atau tindak pelanggaran. Perusahaan 

tidak mengizinkan tindak pembalasan bagi Whistleblower yang melaporkan 

pelanggaran, penipuan, atau korupsi yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh 

karena itu, sudah merupakan tugas bagi setiap Karyawan untuk melaporkan 

dugaan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, mengajukan laporan yang 

diketahui “salah” adalah tidak dibenarkan. 

 

3. Ruang Lingkup 

 

Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Perusahaan dan Pemangku 

Kepentingan lainnya. 

 

4. Definisi 

 

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-

kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra 

bisnis lainnya. 

 

Perusahaan: PT. Satria Perkasa Agung. 

 

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan 

sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku. 

 

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang terkait dengan 

insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu 

yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik. 

 

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, 

kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk 

untuk melakukan penyelidikan. 

 

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku 

yang tidak profesional. 

 

Tindak Pembalasan: tindakan negatif terhadap Whistleblower atau Pelapor 

yang secara resmi dan dengan itikat baik mengajukan pengaduan atau 

kekhawatiran atas terjadinya tindakan pelanggaran atau kesalahan. 

 



 

  

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran. 

 

Penghargaan: insentif dalam bentuk finansial yang ditawarkan oleh Perusahaan 

sebagai bentuk penghargaan terhadap Whistleblower atas kebenaran informasi 

yang disampaikan yang mengarah pada keberhasilan penegakan hukum. 

 

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap 

Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan. 

 

Whistleblower: seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa 

dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang 

memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan. 

 

Tindak Kesalahan: suatu tindakan atau kelalaian yang dapat membahayakan. 

 

Kebijakan Whistleblower: kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua 

Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran 

mereka terkait adanya pelanggaran, penipuan dan kegiatan ilegal, serta perilaku 

tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan termasuk setiap 

pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan BCOC. 

 

Saluran Whistleblower: saluran yang disediakan oleh Perusahaan bagi 

Karyawan, Pihak Ketiga, atau Pemangku Kepentingan lainnya untuk 

menyampaikan kekhawatiran mereka dan pertanyaan mengenai pelanggaran, 

aktivitas penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi 

membahayakan Perusahaan, termasuk setiap pelanggaran atas kebijakan 

Perusahaan dan BCOC. 

 

Pihak berkepentingan yang terkait: termasuk para saksi, pihak lain yang 

membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, 

anggota keluarga atau pihak lain yang mendukung Whistleblower, atau pihak 

lainnya yang telah salah dicurigai melaporkan tindak pelanggaran. 

 

 

5. Prinsip Umum 

 

5.1 Perlindungan dan Dukungan Terhadap Whistleblower 

Perusahaan memberikan perlindungan dan dukungan praktis kepada 

Whistleblower. Perlindungan dan dukungan akan berlaku segera setelah 

laporan pelanggaran diterima dan terus berlanjut selama dan sepanjang 

proses pelaporan. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan dan 

pemberian dukungan terhadap Whistleblower akan secara tegas ditugaskan 

kepada fungsi terkait di dalam Perusahaan. 

 



 

  

 

Perusahaan akan melindungi Whistleblower dari tindak pembalasan yang 

diakibatkan karena melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran 

Whistleblower. Kebijakan Whistleblower Perusahaan secara jelas 

menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk mengindentifikasi 

identitas Whistleblower serta segala tindak pembalasan yang dilakukan 

sehubungan dengan laporan oleh Whistleblower, tidak ditoleransi oleh 

Perusahaan dan merupakan suatu masalah disipliner. 

 

Perusahaan akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah 

strategis terhadap Whistleblower berkenaan dengan laporannya, sebagai 

berikut:  

a) Melindungi identitas Whistleblower (sejauh dimungkinkan); 

b) Melaksanakan penyelidikan dengan sebaik mungkin dan menjaga 

kerahasiaan sejauh yang dimungkinkan untuk memastikan 

Whistleblower tidak terancam reputasinya (informasi yang diberikan 

berkenaan dengan laporan akan disesuaikan dengan keperluannya 

(need-to-know basis)); 

c) Memastikan kesesuaian proses, termasuk ketepatan waktu, keadilan, 

ketidak-berpihakan dan kerahasian dalam proses penyelidikan dan 

pendampingan; 

d) Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk 

komunikasi rutin;  

e) Apabila bukti terkait pelanggaran tidak ditemukan, usaha perbaikan 

dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, misalnya terkait reputasi, 

keuangan, status pekerjaan. 

Bentuk perlindungan mencakup pengambilan langkah-langkah untuk 

mencegah atau membatasi terjadinya tindak pembalasan dalam rangka 

mencegah bahaya lanjutan. Strategi perlindungan yang diterapkan akan 

disesuaikan dengan kemungkinan sumber bahaya yang diidentikasi melalui 

proses penilaian risiko atas tindak pembalasan (lihat Bagian 6). 

 

Bentuk dukungan yang baik meliputi upaya mendorong dan meyakinkan 

Whistleblower tentang pentingnya melaporkan terjadinya tindak 

pelanggaran, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menjamin keselamatan Whistleblower. Bentuk dukungan yang diberikan 

dapat berupa dukungan emosional, keuangan, hukum, atau pemulihan 

reputasi. 

 

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan upaya 

dukungan dan perlindungan. Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dukungan 

dan perlindungan diterapkan di dalam organisasi. 

 



 

  

 

5.2 Perlindungan Terhadap Pihak Berkepentingan Yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait, dapat mencakup para saksi, pihak lain yang 

membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik 

internal, anggota keluarga atau pihak lainnya yang mendukung 

Whistleblower, atau mereka yang secara keliru dicurigai telah melaporkan 

suatu pelanggaran. Mereka harus dilindungi dari tindak pembalasan, sejauh 

yang dimungkinkan, sesuai kapasitas, kemampuan, dan kompetensi 

Perusahaan. 

 

5.3 Mengatasi Tindak Pembalasan 

Whistleblower dapat melaporkan tindak pembalasan melalui saluran 

Whistleblower yang tersedia, atau kepada personel yang bertanggung 

jawab dalam memberikan dukungan serta melindungi mereka. 

 

Apabila Perusahaan mengetahui atau mencurigai bahwasanya seorang 

Whistleblower menghadapi tindak pembalasan, pemeriksaan akan 

dilakukan untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pemeriksaan 

tersebut juga akan memasukkan unsur pertimbangan khusus bagi orang-

orang rentan (misalnya anak-anak, remaja, orang tua). 

 

Investigasi yang tidak memihak akan dilakukan oleh CRI atau 

personel/fungsi/divisi/departemen yang objektif dan independen lainnya 

(misalnya Internal Audit, Security, Legal), apabila diperlukan untuk 

membuktikan adanya tindak pembalasan. 

 

Apabila terbukti bahwa suatu tindak pembalasan sedang atau telah terjadi, 

Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk 

menghentikan dan mengatasi tindak pembalasan tersebut, serta 

memberikan dukungan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya yang terkait. 

 

Apabila remediasi diperlukan, maka sebisa mungkin Whistleblower akan 

dikembalikan ke situasi di mana mereka seharusnya tidak mengalami 

pembalasan, termasuk diantaranya: 

a) Mengembalikan Whistleblower ke posisi semula atau setara, dengan 

gaji, tanggung jawab, posisi kerja, dan reputasi yang setara; 

b) Pemberian akses yang adil terhadap promosi, pelatihan, kesempatan, 

manfaat, serta hak-hak karyawan; 

c) Pemulihan ke posisi komersial sebelumnya yang berkenaan dengan 

Perusahaan; 

d) Pencabutan litigasi; 

e) Pemberian permintaan maaf kepada pihak yang menderita tindak 

pembalasan; 

f) Pemberian kompensasi atas kerusakan atau kerugian. 



 

  

 

Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, sampai dengan 

pemberhentian dari pekerjaan, terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung 

jawab atas tindak pembalasan dalam bentuk apa pun. 

 

 

6. Penilaian dan Pencegahan Risiko Atas Tindak Pembalasan Terhadap 

Whistleblower 

 

Saat sebuah laporan disampaikan, CRI akan melakukan penilaian risiko atas 

tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya yang terkait. Dalam proses penilaian risiko, hal-hal berikut akan 

dipertimbangkan oleh CRI: 

a) Sejauh apa kerahasiaan dapat tetap terjaga? (misalnya, Siapa lagi yang 

mengetahui? Kepada siapa lagi telah diceritakan? Apakah jenis dari 

informasi yang disampaikan dapat mengungkapkan identitas 

Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait? 

Apakah Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang 

terkait adalah pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut? Apakah 

laporan ini terkait tindak pidana dimana bukti-bukti harus ditampilkan, 

termasuk identitas Whistleblower?) 

b) Apakah Whistleblower merasa cemas atas tindak pembalasan? Apakah 

tindak pembalasan telah terjadi atau apakah Whistleblower menyadari 

adanya ancaman langsung? 

c) Apakah Whistleblower terlibat dalam tindak pelanggaran tersebut atau hal 

tersebut ditujukan kepadanya? 

d) Apakah laporan tersebut melibatkan beberapa jenis tindak pelanggaran? 

e) Bagaimana Whistleblower memperoleh informasi tersebut? 

f) Apakah hubungan Whistleblower dengan subjek dari pelaporan? 

g) Apakah hubungan Whistleblower dengan Perusahaan? 

Sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, Perusahaan akan menetapkan dan 

menerapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah 

tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak berkepentingan lainnya 

yang terkait. Tindakan yang akan diterapkan dapat mencakup:  

• Perlindungan terhadap identitas Whistleblower; 

• Memastikan informasi berkenaan dengan laporan hanya akan diberikan 

apabila benar-benar-perlu-diketahui; 

• Pemberian dukungan selama proses penindaklanjutan laporan 

berlangsung, termasuk komunikasi rutin, dengan pertimbangan dan 

perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dianggap rentan (misalnya, 

anak-anak, orang yang sangat muda, dan orang tua); 

• Penyesuaian lokasi kerja dan alur atau garis pelaporan; 

 



 

  

• Pemberian peringatan kepada Subjek dari pelaporan atau pihak yang 

berkepentingan lainnya yang terkait bahwa tindak pembalasan atau 

pelanggaran terhadap aspek kerahasiaan akan dianggap sebagai suatu 

pelanggaran disipliner. 

 

Tingkat perlindungan dan tindakan terkait yang perlu untuk diterapkan akan 

disesuaikan dengan jenis dan waktu dari pelaporan pelanggaran, serta potensi 

konsekuensi dari pelanggaran yang dilaporkan (misalnya terhadap Subjek 

laporan dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait). 

 

Risiko akan dipantau dan ditinjau pada berbagai tahapan proses, seperti saat 

keputusan untuk melakukan penyelidikan ditetapkan, selama proses 

penyelidikan sampai laporan dan hasil penyelidikan diperoleh, serta apabila 

diperlukan, setelah kasus tersebut ditutup. 

 

 

7. Perlindungan Fisik Terhadap Tindak Pembalasan 

 

Whistleblower yang menyampaikan laporan melalui layanan ‘Speak Up’ 

Perusahaan akan diberikan jaminan perlindungan yang efektif dari tindak 

Pembalasan setelah laporan disampaikan. 

 

Salah satu bentuk perlindungan terpenting bagi Whistleblower adalah 

bahwasanya CRI akan memastikan perlindungan terhadap identitas 

Whistleblower dengan memberikan pilihan bagi Whistleblower untuk dapat 

menyampaikan laporannya secara rahasia atau anonim. 

 

Perlindungan terhadap Whistleblower di Perusahaan dapat diterapkan dalam 

berbagai macam bentuk. Hal ini termasuk: 

• Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pembalasan; 

• Hak untuk menolak terlibat dalam tindak pelanggaran dan, dalam 

beberapa kasus; 

• Perlindungan fisik bagi Whistleblower dan anggota keluarganya yang 

terkena dampak. 

 

Dalam kasus di mana Whistleblower yakin bahwa perlindungan fisik diperlukan, 

Whistleblower dapat meminta perlindungan kepada CRI. Petugas perlindungan 

Whistleblower dari CRI akan ditugaskan untuk bekerja sama dengan 

Whistleblower dan Human Resource (“HR”) dan/atau Security untuk memastikan 

perlindungan dari tindak pembalasan diberikan secara efektif. 

 

 

 



 

  

CRI selanjutnya akan melaksanakan penyelidikan untuk membuktikan apakah 

tindak pembalasan benar-benar telah terjadi. Jika tindak Pembalasan terbukti 

terjadi, maka protokol perlindungan Whistleblower akan mulai dijalankan oleh HR 

dan/atau Security. 
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